
HUKUM KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA 

 

Membicarakan sejarah koperasi syari’ah di Indonesia, tentunya tidak bisa 

terlepas dari sejarah koperasi konvensioanal, karena lahirnya koperasi di Indonesia 

dilatar belakangi oleh permasalahan yang sama yaitu menentang individualisme dan 

kapitalisme secara fundamental. Memasuki orde reformasi peran koperasi sangat 

jelas terutama saat krisis ekonomi berlangsung. Wacana ekonomi kerakyatan kembali 

tampil ke permukaan, bahkan koperasi syari’ah semakin tumbuh berkembang seiring 

dengan industri keuangan yang berbasis syariah. 

Secara historis, model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah 

diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) 

oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari 

pedagang batik yang beragama Islam. Pasca reformasi semangat ekonomi syari’ah 

dan koperasi syari’ah muncul kembali di negeri ini. Kelahiran koperasi syari’ah di 

Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun, 

landasan hukum koperasi syari’ah di Indonesia, sebenarnya tidak hanya mengacu 

pada keputusan menteri tersebut, karena secara yuridis berbagai peraturan hukum 

digunakan oleh koperasi syariah sebagai landasan kelembagaan maupun 

operasionalisasi kelembangaan. 

Beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait, yang mengatur 

tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999; 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah; Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 



tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

dan Unit Jasa Keuangan Syariah; Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil 

Dan Menengah Republik IndonesiaNomor : 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang 

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa KeuanganSyariah Dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah Koperasi; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah RI Nomor: 06/Per/M.KUKMI /I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program 

Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah dan; 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2008, Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. 

Landasan hukum lain yang juga dijadikan sebagai rujukan Koperasi syariah, 

misalnya: Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat sah perjanjian; Pasal 1243 KUH 

Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 

suatu perikatan; Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama 

terkait dengan Penyelesaian sengketa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 

02/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Tabungan (wa’diah); Fatwa Dewan Syari'ah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSNMUI/IV/2000, tentang Deposito; 

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-

MUI/IV/2000; Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSNMUI/ IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Musyarakah dan peraturanperaturan lainnya yang terkait dan Undang 

undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 


